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I. UMUM 

APBN Tahun Anggaran 2020 disusun dengan berpedoman pada Rencana 

Kerja Pemerintah Tahun 2020, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-

pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2020 sebagaimana telah dibahas dan disepakati 

bersama, baik dalam Pembicaraan Pendahuluan maupun Pembicaraan Tingkat 

I Pembahasan APBN Tahun Anggaran 2020 antara Pemerintah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. APBN Tahun Anggaran 2020 juga 

mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan perkembangan internasional 

dan domestik terkini, kinerja APBN Tahun Anggaran 2018, serta berbagai 

langkah antisipatif yang telah ditempuh di tahun 2019, maupun rencana 

kebijakan yang akan dilaksanakan di tahun 2020. 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 2020 diperkirakan 

mencapai sekitar 5,3% (lima koma tiga persen). Penetapan target ini 

mempertimbangkan potensi dan risiko yang berasal dari sisi eksternal dan 

domestik. Dari sisi eksternal, beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain 

risiko sektor keuangan yang dapat berpengaruh terhadap likuiditas global dan 

tingkat investasi, serta kebijakan proteksionisme yang dapat berpengaruh 

terhadap kinerja perdagangan internasional. Dari sisi internal, pertumbuhan 

ekonomi diharapkan akan ditopang oleh peningkatan konsumsi masyarakat, 

peningkatan kinerja investasi sektor swasta dan Pemerintah serta perbaikan 

kinerja ekspor-impor. Selain itu, reformasi struktural terus dilakukan melalui 

www.peraturan.go.id



No. 6410 -2- 

peningkatan produksi, untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke depan. 

Upaya menjaga stabilitas ekonomi makro akan ditempuh dengan 

memperkuat berbagai kebijakan di sisi fiskal, moneter, sektor keuangan, dan 

sektor riil. Dengan stabilitas ekonomi makro yang terjaga, i) rata-rata nilai 

tukar rupiah pada tahun 2020 akan stabil pada kisaran Rp14.400,00 (empat 

belas ribu empat ratus rupiah) per satu dolar Amerika Serikat;  

ii) laju inflasi diperkirakan dapat dikendalikan pada tingkat 3,1% (tiga koma 

satu persen); dan iii) rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara 3 

(tiga) bulan 5,4% (lima koma empat persen). Untuk mengantisipasi 

ketidakpastian perekonomian global, Pemerintah bersama Bank Indonesia dan 

Otoritas Jasa Keuangan akan terus melakukan mitigasi terhadap berbagai 

potensi risiko yang akan berdampak terhadap stabilitas perekonomian secara 

menyeluruh. 

Sejalan dengan pergerakan harga komoditas dunia, rata-rata harga 

minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price-ICP) di pasar internasional 

dalam tahun 2020 diperkirakan akan berada pada kisaran USD63 (enam 

puluh tiga dolar Amerika Serikat) per barel. Sementara itu, lifting minyak 

mentah diperkirakan mencapai 755.000 (tujuh ratus lima puluh lima ribu) 

barel per hari, sedangkan lifting gas diperkirakan mencapai 1.191.000 (satu 

juta seratus sembilan puluh satu ribu) barel setara minyak per hari. 

Strategi pelaksanaan pembangunan Indonesia didasarkan pada Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025. Pelaksanaan 

strategi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dibagi ke dalam 

empat tahap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang tiap-tiap 

tahap memuat rencana dan strategi pembangunan untuk lima tahun yang 

akan dilaksanakan oleh Pemerintah.  

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 merupakan dokumen 

perencanaan pembangunan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. RKP 

Tahun 2020 memiliki nilai strategis mengingat dokumen ini disusun pada 

tahun terakhir pelaksanaan RPJMN Tahun 2015-2019, bersamaan dengan 

penyusunan RPJMN Tahun 2020-2024. Dengan demikian, RKP Tahun 2020 

diharapkan dapat menjembatani RPJMN Tahun 2015-2019 dengan RPJMN 

Tahun 2020-2024.  

Dengan mengacu pada sasaran pembangunan yang hendak dicapai, maka 

arah kebijakan pembangunan yang ditempuh dalam RKP Tahun 2020 
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utamanya akan fokus pada upaya pembangunan sumber daya manusia dan 

pemerataan wilayah, yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui 

investasi dan ekspor. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi 

pelaksanaan pembangunan dituangkan ke dalam lima Prioritas Nasional, 

yaitu: (1) Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan; (2) 

Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah; (3) Nilai Tambah Sektor Riil, 

Industrialisasi dan Kesempatan Kerja; (4) Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan 

Lingkungan Hidup; dan (5) Stabilitas Pertahanan dan Keamanan. Kelima 

Prioritas Nasional tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam Program 

Prioritas. Penjabaran lebih lanjut dari masing-masing Prioritas Nasional dalam 

RKP Tahun 2020 berikut ini. 

Pertama, Prioritas Nasional Pembangunan Manusia dan Pengentasan 

Kemiskinan ditujukan untuk (1) meningkatkan keterjangkauan perlindungan 

sosial bagi kelompok rentan dan penduduk yang terkendala dokumen 

kependudukan, (2) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan 

menuju cakupan kesehatan semesta, (3) meningkatkan pemerataan layanan 

pendidikan yang berkualitas untuk semua penduduk, (4) meningkatkan daya 

tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan, (5) memajukan kebudayaan 

dan penguatan karakter untuk mewujudkan bangsa berprestasi. Sasaran 

pembangunan manusia adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia 

yang ditandai dengan meningkatnya nilai Indeks Pembangunan Manusia dan 

Indeks Pembangunan Pemuda. Sementara itu, pengentasan kemiskinan 

ditujukan untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.  

Kedua, Prioritas Nasional Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah 

ditujukan antara lain untuk (1) meningkatkan akses hunian, air minum, dan 

sanitasi yang layak serta terjangkau, (2) meningkatkan keterpaduan 

transportasi multimoda di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar, (3) 

meningkatkan konektivitas koridor utama dan ke kawasan prioritas, (4) 

mengembangkan angkutan massal perkotaan, (5) membangun infrastruktur 

serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta penyiaran 

melalui transformasi digital. Sasaran infrastruktur dan pemerataan wilayah 

adalah meningkatnya konektifitas antar wilayah, meningkatnya indeks 

pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, meningkatnya ketahanan 

bencana terhadap daya rusak air, dan terpenuhinya perumahan dan 

pemukiman layak, aman, dan terjangkau untuk rumah tangga. 

Ketiga, Prioritas Nasional Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan 

Kesempatan Kerja ditujukan antara lain untuk (1) meningkatkan kapasitas 
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pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah, (2) mempercepat transformasi struktural, (3) meningkatkan 

kualitas tenaga kerja yang berdaya saing, (4) menurunkan defisit neraca 

transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi, dan (5) membangun 

ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan. Sasaran dari prioritas nasional ini adalah meningkatnya nilai 

tambah, investasi, ekspor, komponen dalam negeri dan lapangan kerja pada 

sektor unggulan pertanian, kemaritiman, industri, pariwisata dan ekonomi 

kreatif/digital. 

Keempat, Prioritas Nasional Ketahanan Pangan, Air, Energi dan 

Lingkungan Hidup ditujukan untuk (1) meningkatkan produktivitas pangan 

dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas, (2) meningkatkan 

kuantitas, kualitas, dan aksesibilitas air, (3) meningkatkan Energi Baru dan 

Terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi, (4) meningkatkan daya 

dukung, daya tampung serta mitigasi dampak dan bahaya perubahan iklim, 

dan (5) mengoptimalkan pembangunan berketahanan bencana. Sasaran 

strategis dari prioritas ini adalah: mencukupi kebutuhan konsumsi pangan 

masyarakat; meningkatan kualitas, kuantitas dan aksesibilitas sumber daya 

air untuk kebutuhan masyarakat dan perekonomian; terpenuhinya kebutuhan 

energi nasional; meningkatnya kualitas lingkungan hidup; dan menurunkan 

Indeks Risiko Bencana Indonesia. 

Kelima, Prioritas Nasional Stabilitas Pertahanan dan Keamanan ditujukan 

antara lain untuk (1) meningkatkan kekuatan pertahanan, 

(2) meningkatkan stabilitas kawasan dan kerjasama pembangunan 

internasional, (3) menegakkan hukum dan anti korupsi, (4) menanggulangi 

terorisme, meningkatkan keamanan siber, serta memperkuat keamanan laut, 

dan (5) memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serta 

menanggulangi gangguan kamtibmas. Sasaran yang ingin dicapai melalui 

prioritas ini adalah terjaganya stabilitas keamanan nasional; meningkatnya 

pelayanan dan perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar 

negeri; serta terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap. 

Agar prioritas sasaran pembangunan nasional dan prioritas nasional 

lainnya tersebut dapat tercapai, dan sasaran pembangunan nasional 

Pemerintah perlu mengoptimalkan Penerimaan Perpajakan dan PNBP. 

Peningkatan Penerimaan Perpajakan dilakukan melalui ekstensifikasi dan 

intensifikasi pajak. Selanjutnya, Pemerintah juga melakukan langkah-langkah 

efisiensi sumber pembiayaan yang diantaranya dengan mengutamakan 
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pembiayaan dalam negeri, untuk kegiatan produktif. 

Dalam rangka mendorong konektivitas dan pemerataan wilayah masih 

perlu dilanjutkan skema kerja sama Pemerintah dengan badan usaha (KPBU) 

sebagai salah satu sumber pembiayaan kreatif untuk mendukung percepatan 

pembangunan infrastruktur. Selanjutnya untuk menunjang kerja sama 

tersebut, Pemerintah telah menyusun kebijakan yang memberikan dukungan 

bagi proyek-proyek infrastruktur yang menggunakan skema KPBU 

Ketersediaan Layanan (Availability Payment atau KPBU-AP). 

Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 

2020 dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah dengan 

memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana 

tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 53/DPD 

RI/V/2018-2019, tanggal 18 September 2019. 

Pembahasan Undang-Undang ini dilaksanakan oleh Pemerintah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 tanggal 22 Mei 2014. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

 

www.peraturan.go.id



No. 6410 -6- 

Huruf b  

Pihak ketiga yang pajak penghasilannya ditanggung Pemerintah 

adalah pihak ketiga yang memberikan jasa kepada Pemerintah 

dalam rangka penerbitan dan/atau pembelian 

kembali/penukaran SBN di pasar internasional, yang antara lain 

jasa agen penjual dan jasa konsultan hukum internasional dan 

jasa agen penukar/pembeli. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas.  

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Ayat (8) 

Cukup jelas. 

Ayat (9) 

Cukup jelas. 

Ayat (10) 

Cukup jelas. 

Ayat (11) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b  

Pendapatan Sumber Daya Alam Nonminyak dan Nongas Bumi 

yang bersumber dari sektor kehutanan tidak hanya ditujukan 
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sebagai target penerimaan negara melainkan lebih ditujukan 

untuk pengamanan kelestarian hutan. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Sambil menunggu dilakukannya perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, 

dan dalam rangka mempercepat penyelesaian piutang bermasalah 

pada Badan Usaha Milik Negara di bidang usaha perbankan, dapat 

dilakukan pengurusan piutangnya melalui mekanisme pengelolaan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

perseroan terbatas dan di bidang perbankan. Sedangkan terkait 

dengan pemberian kewenangan kepada Rapat Umum Pemegang 

Saham dan pengawasan Pemerintah dalam penyelesaian piutang 

bermasalah pada Badan Usaha Milik Negara di bidang usaha 

perbankan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang Badan Usaha Milik Negara. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
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Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “desa tertinggal dan desa sangat 

tertinggal” adalah status desa yang ditetapkan oleh Kementerian 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 

Yang dimaksud dengan “desa tertinggal dan desa sangat 

tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi” adalah desa 

tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah 

penduduk miskin atau persentase penduduk miskin terbanyak 

yang berada pada kelompok desa desil ke 8 (delapan), ke 9 

(sembilan), dan ke 10 (sepuluh). 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “desa dengan kinerja terbaik” adalah 

desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah 

desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik. Penilaian 

kinerja tersebut dilakukan antara lain berdasarkan: 

1. pengelolaan keuangan desa; 

2. pengelolaan Dana Desa; 

3. capaian keluaran (output) Dana Desa; dan  

4. capaian hasil (outcome) pembangunan desa. 

Huruf d 

Data jumlah desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan 

desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa 

bersumber dari kementerian negara yang berwenang dan/atau 

lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang statistik. 

Dalam hal data tidak tersedia, penghitungan Dana Desa 

menggunakan data tahun sebelumnya dan/atau menggunakan 

rata-rata data desa dalam satu kecamatan dimana desa tersebut 

berada dan/atau menggunakan data hasil pembahasan dengan 

kementerian negara/lembaga yang berwenang. 
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Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “dana transfer umum” adalah dana yang 

bersumber dari APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai 

dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah 

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “dana transfer khusus” adalah dana yang 

bersumber dari APBN kepada daerah dengan tujuan untuk 

membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik 

yang merupakan urusan daerah. 

 

Pasal 11 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Huruf a 

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pusat sebesar 

10% (sepuluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh 

kabupaten/kota. 

Bagian daerah yang berasal dari biaya pemungutan, digunakan 

untuk mendanai kegiatan sesuai kebutuhan dan prioritas 

daerah, tidak termasuk untuk pembayaran insentif pemungutan 

pajak daerah dan retribusi daerah. 

Huruf b 

DBH ini termasuk DBH dari Pajak Penghasilan Pasal 25 dan 

Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang 

pemungutannya bersifat final berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan 

atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib 
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Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Ayat (8) 

Cukup jelas. 

Ayat (9) 

Cukup jelas. 

Ayat (10) 

Kebijakan ini merupakan konsekuensi dari perubahan kebijakan 

berupa pengalihan kewenangan di bidang kehutanan dari 

kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. 

Ayat (11) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

huruf e 

Yang dimaksud dengan “penelitian dan pengembangan” antara 

lain pemanfaatan areal, penanaman pohon hutan unggulan 

lokal, dan penerapan sistem tebang pilih tanam jalur. 
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Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

Ayat (12) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Dengan ketentuan ini daerah tidak lagi diwajibkan untuk 

mengalokasikan DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar 0,5% 

(nol koma lima persen) untuk tambahan anggaran pendidikan 

dasar. 

Kebijakan penggunaan DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk 

Provinsi Papua Barat dan Provinsi Aceh dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi 

Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 

Huruf c 

Kebijakan ini merupakan konsekuensi dari perubahan kebijakan 

berupa pengalihan kewenangan di bidang kehutanan dari 

kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah. 

Ayat (13) 

Cukup jelas  

Ayat (14) 

Cukup jelas. 
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Ayat (15) 

Pendapatan Dalam Negeri yang digunakan sebagai dasar 

penghitungan pagu DAU Nasional dihitung dengan 

mempertimbangkan realisasi Pendapatan Dalam Negeri dalam 

beberapa tahun terakhir. 

Ayat (16) 

Cukup jelas. 

Ayat (17) 

Penyesuaian dilakukan dalam rangka perbaikan pemerataan 

kemampuan fiskal antardaerah. 

Ayat (18) 

Cukup jelas. 

Ayat (19)  

Huruf a 

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan 

kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan sesuai dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri. 

Huruf b 

Dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian Pegawai 

Pemerintah dengan perjanjian kerja diberikan kepada daerah 

yang memiliki formasi dan mengangkat Pegawai Pemerintah 

dengan Perjanjian Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Huruf c 

Dukungan pendanaan penyetaraan penghasilan tetap kepala 

desa dan perangkat desa diberikan kepada daerah yang telah 

memenuhi kewajiban pengalokasian Alokasi Dana Desa sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan namun belum 

mampu memenuhi kewajiban pembayaran penghasilan tetap 

kepala desa dan perangkat desa sesuai peraturan perundang-

undangan. 

Ayat (20) 

Cukup jelas. 

Ayat (21) 

Cukup jelas. 

Ayat (22) 

Dana Transfer Umum yang diarahkan penggunaannya yang berasal 
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dari DAU, tidak termasuk DAU Tambahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (14) huruf b. 

Ayat (23) 

Cukup jelas. 

Ayat (24) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “DAK fisik” adalah dana yang bersumber 

dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan 

utama untuk membantu mendanai kegiatan khusus penyediaan 

prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, baik untuk 

pemenuhan standar pelayanan minimal, pencapaian prioritas 

nasional maupun percepatan pembangunan Daerah dan 

kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi 

kesenjangan pelayanan publik antardaerah. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “DAK nonfisik” adalah dana yang 

bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan 

tujuan utama untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan 

pelayanan dasar publik yang menjadi urusan daerah. 

Ayat (2) 

Pengalokasian DAK fisik bertujuan untuk membantu daerah tertentu, 

mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar 

masyarakat, dan percepatan pembangunan daerah dan pencapaian 

sasaran prioritas nasional. 

Ayat (3) 

DAK fisik afirmasi dialokasikan untuk daerah kabupaten/kota yang 

termasuk kategori daerah perbatasan dengan negara lain, daerah 

tertinggal, daerah kepulauan, dan/atau daerah transmigrasi, 

termasuk provinsi/kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi 

Papua dan Provinsi Papua Barat. 

Kabupaten/kota daerah perbatasan, daerah tertinggal, daerah 

kepulauan, dan daerah transmigrasi ditetapkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Ayat (8) 

Cukup jelas. 

Ayat (9) 

Cukup jelas. 

Ayat (10) 

Cukup jelas. 

Ayat (11) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 13 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Kriteria utama merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh suatu 

daerah sebagai penentu kelayakan daerah penerima, terdiri dari: 

a. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan 

pemerintah daerah wajar tanpa pengecualian; 

b. Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah tepat waktu; dan 

c. Pelaksanaan e-government. 

Sedangkan kategori kinerja merupakan jenis kategori penilaian 

terhadap perbaikan/pencapaian kinerja daerah untuk tata kelola 

keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar 

publik, dan kesejahteraan masyarakat sesuai peraturan perundang-

undangan. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 
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Pasal 14 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Pembagian antara Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat 

dilakukan berdasarkan hasil penilaian kegiatan berskala 

prioritas tinggi atas usulan Provinsi Papua dan Provinsi Papua 

Barat. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 15 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “anggaran yang diwajibkan dalam 

peraturan perundang-undangan” antara lain: anggaran 

pendidikan, anggaran kesehatan, alokasi dana desa, dan iuran 

jaminan kesehatan. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 16 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
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Ayat (2) 

Program pengelolaan subsidi dilaksanakan secara efektif, efisien, dan 

tepat sasaran guna memberikan manfaat yang optimal bagi 

pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud asumsi dasar ekonomi makro adalah harga minyak 

mentah dan nilai tukar rupiah. 

Yang dimaksud dengan parameter adalah semua variabel yang 

mempengaruhi perhitungan subsidi, antara lain: besaran subsidi 

harga, volume konsumsi BBM bersubsidi, volume konsumsi LPG 

tabung 3 (tiga) kg, volume penjualan listrik bersubsidi, susut 

jaringan, dan volume pupuk bersubsidi. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 17 

Cukup jelas.  

 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

 

Pasal 19 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Perubahan anggaran dimaksud dapat bersumber dari: 

1. rupiah murni; 

2. pinjaman dan hibah luar negeri; dan/atau 
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3. penerimaan lain yang sah. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

Huruf i 

Cukup jelas. 

Huruf j 

Cukup jelas. 

Huruf k 

Yang dimaksud dengan “ineligible expenditure” adalah 

pengeluaran-pengeluaran yang tidak diperkenankan dibiayai 

dari dana pinjaman/hibah luar negeri karena tidak sesuai 

dengan kesepakatan dalam Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah 

Luar Negeri. 

Huruf l 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Pinjaman luar negeri baru merupakan pinjaman yang dilakukan 

Pemerintah setelah Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 diundangkan. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “perubahan pagu Pemberian Pinjaman” 

adalah peningkatan pagu Pemberian Pinjaman akibat adanya 

lanjutan Pemberian Pinjaman yang bersifat tahun jamak, percepatan 

penarikan Pemberian Pinjaman yang sudah disetujui dalam rangka 

mengoptimalkan pemanfaatan Pemberian Pinjaman dan/atau 

penambahan pagu Pemberian Pinjaman untuk penerbitan Surat 

Perintah Pembukuan/Pengesahan atas transaksi dokumen bukti 

penarikan pinjaman dan/atau hibah yang dikeluarkan oleh pemberi 

pinjaman dan/atau hibah (Notice of Disbursement-NOD). Perubahan 

pagu Pemberian Pinjaman tersebut tidak termasuk Pemberian 

Pinjaman baru yang belum dialokasikan dalam APBN Tahun 

Anggaran 2020. 

Yang dimaksud dengan “closing date” adalah tanggal batas akhir 

penarikan dana pinjaman/hibah luar negeri melalui penerbitan Surat 

Perintah Pencairan Dana oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan 
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Negara. 

Ayat (4) 

Perubahan pagu ini dipergunakan untuk penerbitan Surat Perintah 

Pembukuan/Pengesahan atas transaksi dokumen bukti penarikan 

Pinjaman dan/atau Hibah yang dikeluarkan oleh pemberi Pinjaman 

dan/atau Hibah (Notice of Disbursement-NOD). 

Ayat (5) 

Yang dimaksud dengan “uang muka kontrak kegiatan yang dibiayai 

pinjaman luar negeri” adalah Alokasi Rupiah Murni yang wajib 

disediakan pemerintah dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

Kementerian Negara/Lembaga Pengguna Pinjaman Luar Negeri, 

untuk membayar sejumlah tertentu kepada penyedia barang 

dan/atau jasa sebagai salah satu persyaratan pengefektifan kontrak. 

Tanpa pembayaran uang muka, pinjaman luar negeri yang perjanjian 

pinjamannya telah ditandatangani tidak dapat dicairkan. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 20 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “tujuan lainnya” antara lain diplomasi luar 

negeri untuk mendukung pencapaian kepentingan nasional. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 21 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Huruf a 

Dana yang diakumulasikan dalam Dana Pengembangan 

Pendidikan Nasional yang berasal dari alokasi anggaran 

pendidikan tahun-tahun sebelumnya sebagai dana abadi 

pendidikan (endowment fund) yang dikelola oleh Lembaga 

Pengelola Dana Pendidikan sebagai Sovereign Wealth Fund 
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Pendidikan. 

Hasil pengelolaan dana abadi pendidikan dimaksud digunakan 

untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi 

generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban 

antargenerasi, antara lain dalam bentuk pemberian beasiswa 

dan pendanaan riset. 

Huruf b 

Dana yang diakumulasikan dalam bentuk dana abadi yang hasil 

kelolaannya digunakan dalam rangka penelitian, pengembangan, 

pengkajian, dan penerapan untuk menghasilkan invensi dan 

inovasi. 

Bentuk, skema, dan cakupan bidang penelitian, pengembangan, 

pengkajian, dan penerapan untuk menghasilkan invensi dan 

inovasi akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah. 

Huruf c 

Dana yang diakumulasikan dalam bentuk dana abadi yang hasil 

kelolaannya digunakan untuk mendukung kegiatan terkait 

pemajuan kebudayaan. 

Bentuk, skema, dan cakupan bidang kebudayaan akan diatur 

lebih lanjut oleh Pemerintah. 

Huruf d 

Dana yang diakumulasikan dalam bentuk dana abadi yang hasil 

kelolaannya digunakan untuk mendukung pengembangan 

perguruan tinggi kelas dunia di perguruan tinggi terpilih. 

Bentuk, skema, dan cakupan bidang pengembangan perguruan 

tinggi akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 22 

Cukup jelas. 
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Pasal 23 

Ayat (1) 

 

Yang dimaksud dengan “defisit” adalah defisit sebagaimana 

ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

 

Pasal 26 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “krisis pasar Surat Berharga Negara 

domestik” adalah kondisi krisis pasar Surat Berharga Negara 

berdasarkan indikator Protokol Manajemen Krisis (Crisis 

Management Protocol-CMP) pasar Surat Berharga Negara yang 

ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penggunaan dana SAL untuk 

melakukan stabilisasi pasar SBN dapat dilakukan apabila kondisi 

pasar SBN telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada level krisis. 

Krisis di pasar SBN tersebut dapat memicu krisis di pasar keuangan 

secara keseluruhan, mengingat sebagian besar lembaga keuangan 

memiliki SBN. Situasi tersebut juga dapat memicu krisis fiskal, 

apabila Pemerintah harus melakukan upaya penyelamatan lembaga 

keuangan nasional. 

Stabilisasi pasar SBN domestik dilakukan melalui pembelian SBN di 

pasar sekunder oleh Menteri Keuangan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
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Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 27 

Ayat (1) 

Khusus untuk pemanfaatan saldo kas BLU dilakukan dengan 

mempertimbangkan jenis BLU dan efektivitas saldo kas BLU yang 

akan dimanfaatkan sementara sehingga tidak mengganggu 

operasional dan manajemen kas BLU. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang meliputi 

perubahan SBN neto, penarikan Pinjaman Dalam Negeri, dan/atau 

penarikan Pinjaman Luar Negeri. Penarikan Pinjaman Luar Negeri 

meliputi penarikan Pinjaman Tunai dan Pinjaman Kegiatan. 

Dalam hal Pinjaman Luar Negeri dan/atau Pinjaman Dalam Negeri 

tidak tersedia dapat digantikan dengan penerbitan SBN atau 

sebaliknya dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan fiskal. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

 

Pasal 30 

Cukup jelas. 
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Pasal 31 

Cukup jelas. 

 

Pasal 32 

Yang dimaksud dengan “Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional” 

adalah dana yang dialokasikan untuk pembentukan dana abadi yang 

bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program kerja sama 

pembangunan internasional sebagai bentuk partisipasi Indonesia dalam 

pengurangan kemiskinan global, misi kemanusiaan, pelaksanaan politik 

luar negeri, dan pemberdayaan ekonomi nasional yang pengelolaannya 

dilakukan oleh Badan Layanan Umum di bidang pengelolaan dana kerja 

sama dan bantuan pembangunan internasional. 

 

Pasal 33 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Dalam rangka mendukung proyek strategis nasional, Lembaga 

Manajemen Aset Negara membeli tanah dengan menggunakan 

pembiayaan investasi. 

Kementerian negara/lembaga dapat mengusulkan penggunaan tanah 

yang telah terlebih dahulu dibeli oleh Lembaga Manajemen Aset 

Negara tersebut melalui pengalihan status sehingga tidak 

menggunakan mekanisme belanja modal. 

Ayat (3) 

Cukup jelas.  

 

Pasal 34 

Cukup jelas. 

 

Pasal 35 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “Barang Milik Negara”, yaitu berupa tanah 

dan/atau bangunan serta selain tanah dan/atau bangunan. 

Penetapan BPYBDS sebagai PMN pada Badan Usaha Milik Negara 
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antara lain BPYBDS sebagaimana tercatat dalam laporan keuangan 

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang telah diserahterimakan 

oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menjadi 

tambahan PMN bagi PT PLN (Persero) dan BPYBDS berupa 

infrastruktur jaringan gas bumi dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar 

Gas (SPBG) sebagaimana tercatat dalam laporan Keuangan PT 

Pertamina (Persero) yang telah diserahterimakan oleh Kementerian 

Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menjadi tambahan PMN bagi 

PT Pertamina (Persero). 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 36 

Ayat (1) 

Ketentuan mengenai penjaminan Pemerintah untuk masing-masing 

program diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Pelaksanaan penjaminan infrastruktur dalam proyek kerja sama 

Pemerintah dengan badan usaha hanya dibatasi pada proyek 

kerja sama Pemerintah dengan badan usaha dengan 

penanggung jawab proyek kerja sama adalah Pemerintah 

Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik 

Daerah. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 
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Huruf g 

Pemberian jaminan Pemerintah Pusat untuk percepatan 

pelaksanaan proyek strategis nasional dibatasi hanya pada 

proyek strategis nasional yang telah memperoleh surat jaminan 

oleh Pemerintah sebagaimana diatur dengan peraturan Menteri 

Keuangan mengenai tata cara pemberian jaminan Pemerintah 

Pusat untuk percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. 

Huruf h 

Pemberian jaminan Pemerintah untuk percepatan pembangunan 

infrastruktur ketenagalistrikan dibatasi hanya pada proyek yang 

telah memperoleh jaminan pinjaman oleh Pemerintah kepada 

kreditur sehubungan dengan pembayaran kembali pinjaman PT 

Perusahaan Listrik Negara (Persero) selaku pelaksana penugasan 

pembangunan infrastruktur kelistrikan. 

Ayat (3) 

Pembentukan rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah 

ditujukan terutama untuk menghindari pengalokasian anggaran 

kewajiban penjaminan Pemerintah dalam jumlah besar dalam satu 

tahun anggaran di masa yang akan datang, menjamin ketersediaan 

dana yang jumlahnya sesuai kebutuhan, menjamin pembayaran 

klaim secara tepat waktu dan memberikan kepastian kepada 

pemangku kepentingan (termasuk kreditur/investor). 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 37 

Ayat (1) 

Penyesuaian pembayaran bunga utang dan pengeluaran cicilan 

pokok utang dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran 

berjalan, antara lain dapat disebabkan oleh: 

1. Kondisi ekonomi makro yang tidak sesuai dengan kondisi yang 
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diperkirakan pada saat penyusunan APBN Perubahan dan/atau 

laporan realisasi pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 

Anggaran 2020; 

2. Dampak dari restrukturisasi utang dalam rangka pengelolaan 

portofolio utang;  

3. Dampak dari percepatan penarikan pinjaman;  

4. Dampak dari transaksi Lindung Nilai atas pembayaran bunga 

utang dan pengeluaran cicilan pokok utang; dan/atau 

5. Dampak dari perubahan komposisi instrumen pembiayaan 

utang. 

Ayat (2) 

Pelaksanaan transaksi Lindung Nilai dilaporkan Pemerintah dalam 

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Kewajiban yang timbul dari transaksi Lindung Nilai bukan 

merupakan kerugian keuangan negara karena ditujukan untuk 

melindungi pembayaran bunga utang dan pengeluaran cicilan pokok 

utang dari risiko fluktuasi mata uang dan tingkat bunga. Selain itu, 

transaksi Lindung Nilai tidak ditujukan untuk spekulasi 

mendapatkan keuntungan.  

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 38 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Pengaturan mengenai penyelesaian piutang instansi Pemerintah 

termasuk mengenai tata cara dan kriteria penyelesaian piutang eks-

BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional). 

 

Pasal 39 

Cukup jelas. 
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Pasal 40 

Cukup jelas. 

 

Pasal 41 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “Keadaan Darurat” adalah memburuknya 

kondisi ekonomi makro dan keuangan yang menyebabkan fungsi dan 

peran APBN tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien, antara 

lain: 

a. proyeksi pertumbuhan ekonomi di bawah asumsi dan deviasi 

asumsi dasar ekonomi makro lainnya secara signifikan; 

b. proyeksi penurunan pendapatan negara dan/atau meningkatnya 

belanja negara secara signifikan; dan/atau 

c. kenaikan biaya utang, khususnya imbal balik hasil SBN secara 

signifikan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud “karena suatu dan lain hal belum dapat ditetapkan” 

adalah apabila Badan Anggaran belum dapat melakukan rapat kerja 

dan/atau mengambil kesimpulan di dalam rapat kerja, dalam waktu 

1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah usulan disampaikan 

Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 42 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “Lembaga Penjamin Simpanan mengalami 

kesulitan likuiditas” adalah dalam hal perkiraan kas yang dapat 

diperoleh dari sumber daya keuangan Lembaga Penjamin Simpanan 

tidak mencukupi pada saat kebutuhan dana harus dipenuhi oleh 

Lembaga Penjamin Simpanan. 

Ayat (2) 

Penambahan utang antara lain bersumber dari penerbitan SBN. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
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Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Yang dimaksud “karena suatu dan lain hal belum dapat ditetapkan” 

adalah apabila Badan Anggaran belum dapat melakukan rapat kerja 

dan/atau mengambil kesimpulan di dalam rapat kerja, dalam waktu 

1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah usulan disampaikan 

Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 43 

Cukup jelas. 

 

Pasal 44 

Cukup jelas. 

 

Pasal 45 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Dalam hal sumber dana berasal dari pinjaman luar negeri, 

pemerintah dapat mengadakan pinjaman siaga. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 46 

Huruf a 

Penetapan tingkat kemiskinan sesuai dengan metodologi 

penghitungan Garis Kemiskinan Nasional yang dilakukan oleh Badan 

Pusat Statistik. 
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Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

 

Pasal 47 

Cukup jelas. 

 

Pasal 48 

Cukup jelas 
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